
 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG 

NOMOR   10  TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2020 

TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA LOKAL RUKUN 

WARGA DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA TANGERANG, 

 

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala lokal 

Rukun Warga telah diatur dalam Peraturan Wali Kota 

Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pembatasan 

Sosial Berskala Lokal Rukun Warga Dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan untuk 

menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 

Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa 

Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019, maka Peraturan Wali Kota 

sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial 

Berskala Lokal Rukun Warga dalam Penanganan Corona 

Virus Disease 2019(COVID-19); 



 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 

18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3518); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota 

Tangerang dalam rangka percepatan penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19)  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); 

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 34); 

 

 



 

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang 

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 

19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-2019); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 

19); 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten 

Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan 

Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten 

Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan 

(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 30) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Banten Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten 

Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan 

(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 35); 

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun 

Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Tahun 2011 Nomor 3);  

14. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) 

di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 

2020 Nomor 17) sebagaimana telah beberapakali diubah 

terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor      Tahun 2021 



 

tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita 

Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor     ); 

15. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal Rukun 

Warga dalam Penanganan Corona Virus Disease 

2019(COVID-19) (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 

2020 Nomor 42); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG 

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA LOKAL 

RUKUN WARGA DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS 

DISEASE (COVID-19). 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 42 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 

Lokal Rukun Warga dalam Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 42) 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang. 



 

 

 

 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Kota Tangerang. 

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota 

Tangerang. 

6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang. 

7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut 

Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Tangerang. 

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai 

Perangkat Daerah. 

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai 

Perangkatg Daerah dalam wilayah kecamatan. 

10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Tangerang 

11. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Tangerang 

12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah 

lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui 

musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam 

rangka membantu Lurah dalam menggerakkan 

swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat 

serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam bidang 

pembangunan di Kelurahan. 

13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah 

lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui 

musyawarah masyarakat dalam rangka membantu 

Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di 

kelurahan 

14. Pembatasan Sosial Berskala Lokal Rukun Warga yang 

selanjutnya disingkat PSBL-RW adalah pembatasan 

aktivitas yang dilakukan di tingkat RW Zona Merah, 

Zona Oranye dan Zona Kuning untuk memutus rantai 

penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 



 

serta pemisahan warga ODP-PDP dan/atau positif 

pada rumah isolasi bersama/rumah pribadi. 

15. Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya 

disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran 

pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory 

Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) -yang telah 

menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari 

World Health Organization (WHO) dan ditetapkan 

sebagai bencana non alam nasional berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona 

Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana 

Nasional. 

16. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease (COVID-19) Kota Tangerang yang selanjutnya 

disebut Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kota adalah 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah 

Kota Tangerang. 

17. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat 

ODP adalah seseorang yang memiliki gejala panas 

badan atau gangguan saluran pernapasan ringan, dan 

pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang 

diketahui merupakan daerah penularan Corona Virus 

Disease (COVID-19). 

18. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat 

PDP adalah seseorang yang memiliki gejala panas 

badan dan gangguan saluran pernapasan, serta 

pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang 

diketahui merupakan daerah penularan Corona Virus 

Disease (COVID-19). 

19. Zona Merah adalah terdapat lebih dari 10 (sepuluh) 

rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT 

selama 7 (tujuh) hari terakhir. 

20. Zona Oranye adalah terdapat 6 (enam) sampai dengan 

10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif 

dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir. 

 



 

 

 

21. Zona Kuning adalah terdapat 1 (satu) sampai dengan 

5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 

satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir. 

22. Zona Hijau adalah tidak ada kasus Corona Virus 

Disease (COVID-19) di Tingkat RT. 

 

2. Ketentuan BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian 

Keempat dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) 

Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Bagian Keempat 

Kriteria Zonasi Pengendalian Wilayah 

Pasal 7A 

 

(1) Wilayah Zona hijau maka skenario pengendalian 

dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek 

di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan 

secara rutin dan berkala. 

(2) Wilayah Zona kuning maka skenario pengendalian 

dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan 

kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk 

pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan 

ketat. 

(3) Wilayah Zona Oranye maka skenario pengendalian 

dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan 

kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk 

pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan 

ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat 

bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali 

sektor esensial. 

(4) Wilayah Zona merah maka skenario pengendalian 

yang mencakup: 

a. menemukan kasus suspek dan pelacakan 

kontak erat; 

b. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan 

pengawasan ketat; 



 

 

 

c. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak 

dan tempat umum lainnya kecuali sektor 

esensial; 

d. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; 

e. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal 

hingga pukul 20.00 WIB; dan 

f. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di 

lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan 

dan berpotensi menimbulkan penularan. 

 

3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni 

BAB VA dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 

(satu) Pasal yakni Pasal 11A  yang berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB VA 

PEMBIAYAAN 

Pasal 11A 

 

Pembiayaan Pelaksanaan PSBL-RW bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau 

sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

4. Ketentuan BAB VI dan Pasal 12 diubah yang berbunyi 

sebagai berikut: 

 

BAB VI  

PENGAWASAN DAN EVALUASI 

Pasal 12 

 

(1) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBL-

RW dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan 

pelaksanaan PSBL-RW dalam memutus rantai 

penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

termasuk didalamnya kepatuhan warga untuk 

mematuhi protokol kesehatan. 



 

 

 

(2) Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan PSBL-RW 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

membentuk Pos Komando tingkat Kelurahan. 

(3) Fungsi Pos Komando Tingkat Kelurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) yaitu : 

a. pencegahan; 

b. penanganan; 

c. pembinaan; dan 

d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di 

tingkat Kelurahan. 

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud 

ayat (3) berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 

Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota, tingkat Provinsi, 

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

(5) Untuk supervisi dan pelaporan Pos Komando tingkat 

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibentuk Pos Komando Kecamatan. 

 

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal 

yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12A 

 

Semua ketentuan mengenai Gugus Tugas Covid-19 

yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini 

berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Satuan 

Gugus Tugas Covid-19, sepanjang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 9 

Februari 2021. 

  



 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang. 

 

 

Ditetapkan di Tangerang 

pada tanggal 8 Februari 202112 Juni 

2020 

    WALI KOTA TANGERANG, 

 

C  Di Cap / Ttd ap/Ttd  

 

      ARIEF R. WISMANSYAH 

 

Diundangkan di Tangerang  

pada tanggal 18 Februari 20212 Juni  

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 

 

                   ap  Di Cap / Ttd /Ttd 

 

                HERMAN SUWARMAN 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 1042 

 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR   


	NOMOR   10  TAHUN 2021
	TENTANG

